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ABSTRAK

Dimungkinkannya pegawai negeri menjadi anggota Partal Politik dan Golongan Karya,
karena secara normatif diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan, antara lain
UU No. 3 Tahun 1975, yang diubah menjadi UU No. 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik
dan Golongan Karya. Selanjutnya ketentuan tarsebut diatur dengan PP No. 20 tahun 1976
yang menyehutkan macam-macam jabatan yang tidak boleh diduduki mereka yang menjadi
anggota partai politik dan golongan karya (16 macam jabatan). Ketentuan inl sesungguhnya
memberi kesempatan kepada pegawal negeri uniuk menfadi anggota dan pengurus
organisas! sosfal politik dan rmenjadi anggota DPR/DPRD, asal memperoleh persetujuan
dari pihak yang berwenang. Muara dari kstentuan inl adalah menfadikan pegawal negeri
sebagaf alat kekuasaan dem! menjaga status quo. Akibat negatifnya mustahfl seorang
pegawai negeri mampu memberikan teguran dan pengawasan terhadap seorang menteri,
gubemur atau bvpati yang selama inl menjad] atasannya dantelah rnemberiaan rekomendasi
bagl dirinya urituk menjadi anggota dan pengurus orsospoi serta menfadi anggota legisiatif.

Pendahuluan

Beberapa persoalan besar yang dihadapi
bangsa Indonesia dalam kehidupan berne-
gara selama ini antara lain, persoalan dua-
lisme pengorganisasian kelkuasaan keha-
kiman, persoalan dwi fungsi ABRI, kedu-
dukan aparat kepolisian serta persoalan
netralitas pegawai negeri dalam kehidupan
berpolitik di Indonesia.

Selama ini persoalan-persoalan tersebut
oleh banyak kalangan dianggap sebagai per-
soalan yang sangat mengganggu kehidupan
bernegara bangsa Indonesia, karena di-
anggap merupakan penyimpangan bagl ke-
hidupan bernegara suatu bangsa secara
benar, yang dapat menggoyahkan sendi-
sendi kehidupan bernegara. Meskipun
berbagai upaya telah ditempuh untuk keluar

dari persoalan tersebut, namun hasilnya
belum diperoleh sesual dengan yang
diharapkan, Kehidupan bemegara bangsa
Indonesia sudah terlalu lama terjerumus
dalam rawa-rawa penuh [lumpur, sehingga
untuk dapat keluar dari rawa-rawa itu
harusiah dilakukan dangan sangat hati-hati,
Jangan sampal terjadi sebaliknya semakin
tenggelam dalam rawa-rawa itu.

Dualisme pengorganisasian kekuasaan
kehakiman yang kita terapkan selama inj,
diyakini sebagal pen|abaran dari UUD 1845
yang paling tepat dan benar. Kemudian
dualisme ini kita sebut sistermn integralistik
dengan menekankan pada segi fungsirrya.
Sejak saat itu pembicaraan mengenai teorl
pemisahan kekuasaan negara tidak lagi
relovan dibicarakan, bahkan kita sampai
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pada kesimpulan hahwa sistern pemisahan
kekuasaan negara tidak sejalan dan ber-
tentangan dengan UUD 1845,

Meskipun demikian masth tetap muncul
dan barkembang pendapat yang ber-
seberangan dengan pendapat tersebut di
atas, yakni pendapat yang hendak mensm-
patkan kedudukan hakim di bawah suatu
atap yakni Mahkamah Agung, baik segi
pengorganisasian, pengangkatan, penem-
patan, pembinaan dan pemberhentiannya
maupun pengelclaan keuangannya. Hali ini
dimaksudkan agar hakim dalam melaksana-
kan fungst dan tugasnya tidak lagi diinter-
vens! oleh Pemerintah. Dengan demikian
baru dimungkinkan terjeima kekuasean ke-
hakiman yang bebas dan merdeka sebagai-
mana diharapkan oleh UUD 1845,

Sejarah telah membuldikan bahwa sis-
tem integralistik dengan menempatkan ke-
dudtikan hakim di bawah departemen keha-
kiman yang dijabat seorang mentari sebagai
pembantu Presiden, ternyata telah menim-
bulkan berbagai kendala dan menyebabkan
hilangnya kemandirian, kebebasan serta
kemerdekaan hakim dalam melaksanakan
fungsinya, utamanya dalam memeriksa dan
menutuskan perkara-perkara yang memiliki
dimensi politik.

Selama ini kepercayaan masyarakat
terhadap hukum dan dunia peraditan telah
turun sampai pada titik yang paling rendah.
Bahkan dengan sistern integralistik itu pula
telah menyebabkan lemahnya kontrol ter-
hadap para hakim, sehingga mereka sangat
rentan terhadap penyakit korupsi dan kolusi.
Karena itu menarik untuk mengkaji kembali
pikiran-pikiran yang hendak menempatkan
kedudukan hakim di bawah kekuasaan Mah-
kamah Agung dan statusnya dijadikan se-
bagai “pejabal negara” bukan lagi sebagai
pegawai negeri dan anggota KORPRI.

Demikian pula persoalan dwi fungsl
ABRI yang telah mendorong keterlibatannya

sangat jauh dalam menyslenggarakan pe-
merintahan. Ada asums! yang berkembang
selama inj bahwa untuk dapat menciptakan
pemerintahan sipil yang bersih dan berwi-
bawa, maka perlu dilakukan pengkajian
ulang terhadap keterlibatan ABRI dalam
penyelenggaraan pemerintahan tersebut,
juga keterlibatannya di datam lembaga le-
gislaiif,

Persoalan yang juga ditemukan dalam
ha! kedudukan aparat kepolisian yang sela-
ma In] menjadi bagian dari Angkatan Ber-
senjata Republik indonesta (ABRI), Meskipun
menurut pasal 5 UL No. 28 Tahun 1997 di-

bahwa walaupun POLRI merupa-
kan unsur ABRI, tetapi POLRI bukan militer.
Akhimya POLRI dalam melaksanakan tu-
gasnya banyak menghadapi problem ke-
janggalan dan kendala.

Munculnya barbagai problem dan ken-
dala tersebut, kecuali karena kedudukannya
yang semi militer juga karena rekruitmen
dan rendahnya mutu pendidikannya. Akibat-
nya banyak ditemukan pelanggaran terha-
dap hak-hak asasi manusia yang dilakukan
oleh aparat kepolisian. Dari mereka sulit
diharapkan lahir aparat penegak hukum
yang profesional. Akibat kedudukannya di
bawah Departemen Hankam itu, ketika
melaksanakan fungsinya sebagai aparat
pensgak hukum dan melaksanakan tugas
menjaga ketertiban, sering terkontaminasi
dengan tugas pertahanan dan keamanan,
Karena itu perjuangan mengembalikan fungsi
aparat kepolisian sebagai aparat penegak
hukum yang berfungsi menjaga ketertiban
masyarakat, harus menjadi bagian dari ge-
rakan reformasi saat ini.

Ada usul pokok menarik dari Prof. Harun
Alrasid, agar Indonesia meninggalkan pe-
mikiran Trias Politica dan mempertimbang-
kan untuk menganut lima pembagian ke-
kuasaan negara (Pancapraja), sebagalma-
na pernah dikemukakan oleh Dr. Wirdjono
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Projedikoro. Menurut teori Pancaprala ke-
kuasaan negara itu dibagi atas kekuasaan
pemnarintehan (bestiws), polsi (poftie), pembuat
undang-undang (regeling) kehakiman dan
kekuasaan kejaksaan. Dengan demikian
kekuasaan polisi dan kejaksaan langsung
berada di bawah Pres!den sebagai kepala
negara.’ Usul inf patut untuk dikefi iebth men-
dalam, lebih-lebih UUD 45 menyebutkan
bahwa Presiden hanya memegang keiaasaan
tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan
Lautdan Angkatan Udara? Jadi terbuka ke-
mungkinan untuk memisahkan POLRI dan
ABRI dan menfadikannya kekuasaan negara
tersendir langsung di bawah Presiden seperti
Kejaksaan Agung.

Demikian juga teori caturpraja dari Van
Vollenhoven dalam bukunya streetsrecht
Overszee, membagl kekuasaannya ke
dalam 4 kekuyasaan, yakni pemerintahan
(betuur), peradilan {justitia /rechtpraak),
kepolistan (politie) dan perurkiang-undangan
(regelaar), kiranya patut dikaji secara
mendalam sebagai alternatif dalam
penyelenggaraan negara Republik Indone-
sia pada masa yang akan datang.

Netralitas Pepgawal Neger

Salah satu persoalan besar bangsa ini
dalam kehidupannya bernegara adalah
persoalan netralitas pegawal negeri karena
secara teoritis sulit ditemukan landasan
teoritis yang dapat memberikan alasan
pembenar bagi dimungkinkannya pegawai
negeri untuk teriibat dalam kegiatan-ke-
giatan politik prakiis. Kalaupun ada rumgkin
sifatnya hanya sementara dan selama masa

transisi, bukan bersHat langgeng untuk
Jangka waktu yang panfang. Demikian pula
secar empirik tidak banyak diternukan ada-
nya negara yang membenarkan kemungkinan
pegawal negeri terjun dalam kegiatan-
kegiatan politik praktis.

Telaah Teoritls

nya teori yang mengatur hubungan antara
negara dan pegawai negeri, utamanya me-
ngenal segl hukum pengangketan pegawal
negeri.Teori ini dikemukakan oleh Buys.
Buys memperkenalkan adanya suatu kontrak
istimewa antara negara dan pegawai negeti
yang disebut contract suigenaris.® Dalam
contract sulgenarisitu disyaratkan pegawai
negeri “harus setia dan taat selama menjadi
pegawai negeri”, maskipun dia setiap saat
boleh mengundurkan diri. Juga disyaratikan
bahwa pegawal negeri tidak dapat melaksa-
riakan hak-hak asasinya secara penuh sg-
panjang beriaitan dengan statusnya sebagai
pegawal negeri yang memangku hubungan
dinas publik. Karena it kalau pegawal negeri
akan melaksanakan hak-hak asasinya
secara penuh pemerintah dapat menyata-
kan, pegawai negeri yang bersangkautan
bukanfah bukantah crang yang diperiukan
bartuannya cleh pemerintah.

Teori Buys tersebut ditentang oleh Y.
Heelskreek. Menurut Heelskreek jika hak-

Hukum kepegawalan lndomaiacenda:
rung menganut teori Buys ini. Indikatormya

'Surat Kabar Harian Kompas, 1 Agustus 1928, hal.15.

®_That Pagsal 10 UUD 19485,

3 jhat SF. Marbun dan Moh.Mahfud, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty,

Yogyakarta, 1887, hal. 88-100.
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dapat diihat dari adanya tuntutan agarsemua
pegawai negeri bersikap monoloyalitas.

Namun dalam prakieknya terdapat panyele-.

wengan atau penyimpangan yang sangat
jauh terhadap tecri Buys ini, di mana mono-
loyalitas tersebut akhimya diarahkan kepada
pemerintah dan golongan tertentu (Golkar).
Artinya loyalitas pegawai negeti itu bukan
lagi ditujukan kepada negara. Padahal
secaranomatif di dalampasal 3 UL No.8 Tahumn
1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
disebutkan bahwa pegawai negeri adalah
unsur aparatur negara, abdi negara,dan abdi
masyarakat yang dengan penuh kesetiaan
dan ketaaten kepada Pancasila, UUD 1845,
negara dan pemerintah menyelenggarakan
tugas pemerintahan dan pembangunan,

Dilihat dart ketentuan tersebut tidak
terdapat adanya keharusan bagi pegawai
negeri untuk satia dan taat kepada golongan
~.atau partai politik tertentu. Inilah yang di-
maksud penyimpangan dari ketentuan atau
teori Buys tersebut, Penyimpangan inf telah
berjalan cukup tama bahkan pegawai neger
telah diorientastkan sedemikian rupa untuk
mempertahankan status guo serta menjadi
alat untuk melestarikan kekuasaan yang
tidak demokratis.

Secara teoritis pegawai negeri tersebut
harus netral. Hal ini dapat dilihat dari indikasi
beberapa teori tentang pembagian tugas
negara, antara lain Presthus membagi tugas
negara sebagai policy making dan sebagai
faks axecuting, teotri Donner dalam bukunya
Nederland Bestuursrecht memisahkan tugas
negara bidang politik (faakstelling) dan tugas
negara bidang bestuur (administrasi). Kemu-
dian Hans Kelsen dalam bukunya Algemens
Staatslehre membedakan tugas negara

dalam bidang politik sebagai etik (memilih/
menentukan) dan tugas negara dalam bidang
politik sebagai teknik {merealisasikan/
melaksanakart).

Teori-teori tersehut di atas menghendaki
adanya pemisahan antara tugas/bldang
pofitik dan g administrasi, artinya
tugas/bidang politik tidak boleh dimasuki
tugas/bidang administrast dan sebaliknya
tugas/bidang administrasi tidak boleh di-
intervensi tugas/bidang politik. Sejalan de-
ngan teor tersebut Fred W. Riggs* juga
rnenyatalcan dengan tegas bahwa pegawal

pemerintah mertpakan instrumen yang mem-
punyai nilai netrat {value neutral), dia bukan
aparat politik; dia tidak mempunyai kepen-
tingan tertentu dalam mekanisms birokrasi.
Jadi dia hanya sekedar menjadi pelaksana,
ia ticak periu tahu ataupun menanyakan ke
mana arah tujuan politik atasannya. Demi-
kian pula Woodrow Wilson® menulis kata-
kata yang sekarang sangat terkenal “Admi-
nistrasi berada di luar ruang lingkup politik
yang sebenamya”. Persoalan-persoalan
adrinistrast bukanlah persoatan-persoalan
politik; meskipun politik menstapkan tugas-
tugas bagi administrasi; ia tidak boleh
dibiarkan memanipulasikan jabatan-jabatan
administrasi.

Namunberseberangan dengan pendapat
di atas, terdapat pendapat lain, yakni pen-
dapat Dwight Waldo yang menolak pemba-
gian antara politik dan administrasi dalam
dua bagian yang terpisah. Bahkan akhir-
akhir ini felah menimbulkan peristilahan baru
yakni “teknokrasi”. Kekuatan kaum birokrasi
dan teknokrasi ini terhadap kaum politik
dalam perumusan-parumusan kehendak
negara telah memberi peluang bagi proses

Fred W. Riggs, Administras! Negara-Negara Berkembang, Teori Masyarakat Prismatis,

Rejawall, Jakarta 1685, hal. 305.

SLihat H.George Frederickson, Administrast negara bany (terjiemahan), LP3ES, Jakarta, 1984. hal.1.
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administrasi masuk ke dalam proses po-
litik.° Garis pemisah penting yang membe-
dakan antara peranan politikus dan pegawai
negeri adalah, politikus merupakan generalis
yang memusatkan perhatiannya kepada
kebijaksanaan negara, manimulasi kekumsaan,
kesetmbangan kelompok-kelompok kepen-
tingan, pengorganisasian dan pembentukan
pendapat. Karenanya sangat tergantung
pada dukungan yang relatif yang sitatnya
sangat tergantung pada fiukhizasi dukungan.”

Sebaliknya, pegawai negeri secara pofitis
harus tetap netral. Artinya pegawai negeri
tidak mengambil bagian akiif dalam kamparye
politik atau melakukan pidato-pidato politil;
dia terbentengi dari tekanan-tekanan politik,
sehingga terhindar dari beragam tekanan
politik itu. Secara pringip dia diangkat dan
dipromosikan atas dasar kuafifikesi-kuati-
fikasi yang universal, dia muncul dengan
prosedur-prosedur yang biasa bergantung
pada senioritas dan kualifikasi-kualifikasi-
nya.®

Perbandingan <l Amerika Serikat
Mewujudkan kenstralan politik pegawai
negeri bukan pokerjaan mudah bahken
harus dilakukan dengan berbagai perjuang-
an. Nicolas Henry® mengemukakan bahwa
usaha untuk kenetralan politik pegawai
negerl di Amerika Serikat telah dimulai sejak
tahun 1801 oleh Presiden Thomas Jefler-
son. Bellau mendesak agar kelompok keell
administrator mengesampingkan pertim-

bangan politik mareka dalam merumuskan
keputusen edministrasi, Kemudianpaga tainmn
1883 konsep netralisasi politik pegawai
neger diberi kekuatan hukum melalui UU
Pendlston.Selanjutnya pada tahun 1207
Presiden Theodore Rosevelt mengeluarkan
peraturan mangenai Pegawai Negeri | (Civi)
Service Rule-1) untuk melarang mereka tund
seria dalam kampanye politk. Maksudnya
adalah untuk mencegah terjadinya perpe-
cahan di kalangan pegawai negeri sehingga
mereka tidak terkotak-kotak.

Perjuangan tersebut masih terus ber-
fanjut hingga masa pemerintahan Presiden
Nixon, di mana pada masa ini masih terjadi
prakiek pengaruh poliik pada pengangkatan
pejabat federal tingkat tinggl atas dasar kiik-
kiik politik.™ Akhirnya Presiden Carster me-
ngeluarkan undang-undang tentang Pem-
batasan Kegiatan Politik {1978). Undang-
undang ini menimbulkan perdebatan hebat
di kalangan masyarakat Amerika Serikat
dan pegawai negerinya. Dengan dikeluar-
kannya undang-undang tersebut muncul
keluhan bahwa pegawal negerni telah di-
tempatkan sebagai warga negara kelas dua,
karena dibatasinya hak ekspresi politik
mereka dibanding dengan warga regara
Amerika Serikat lainnya, Walaupun demikian
ternyata netralisasl politik para pegawai
negeri di Amerika Serikat itu lebih disukai
dan dirasakan manfastnya karena lebth ber-
daya guna dan berhasil guna dalam penye-
lenggaraan pemerintahan dan pslayanan
masyarakat."

“Bintoro
Fred W. Rigg
Graffl‘gig Persada, Jakm‘ta.‘lBM hal 229,

jojo, pengantar Administrasi P
8, Adnﬁrﬁstmsi Pembangunan Sistem Administrasi dan Birokrasl, PT.Raja

LP3ES, Jakarta, 1974, hal. 57,

*Nicolas Henry, Administrasi negara dan Masalah-masalah Kenegaraan, (terjemahan),

Rajawall Pers, Jakaria, 1888, hal. 301,

01bid, hal. 355.

"BimanSm-agih. Beberapa Aspek Penting Dalam Pengembangan
Pegawai Negeri Sipll R! (Pidato Guru Besar), Ul Jakarta, 26 Janueri 1994.
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Perbandingan di Cina Komunls

Di Cina Komunis umumnya negara
Komunis [ainnya, tidak terdapat pemisahan
yang tegas antara politikus dan pegawai
negerl. Semua pemimpin politik pada saat
bersamaan adalah birckeat dan para birokrat
tersebut secara politik tidak diharapkan ne-
tral; bahkan apabila mereka bukan anggota
partai mereka diharapkan setia pada Ko-
munis dan pada kebijaksanaan-kebijak-
sanaan khusus.™

Rekruitmen dan promosi pegawai negen
lebih didasarkan pada kesetiaan yang telah
terbukti ternadap rezim. Faktor kesetiaan
(loyatitas) politik terhadap partai menjadi
sangat penting dan menentukan. Di sini tidak
terdapat adanya Kriteria-laiteria yang benar-
benar universal, misalnya profesionalisme
sebagaimana idealnya sta! administrasi
birokratis dari Max Weber's sebagai bagian
dari ciri administrasi birokratis. Karena itu
sering timbu kstegangan antara kompetensi
dan loyalitas, antara spesialis {nefhang) dan
nonspesialls (waf hang)."

Netralitas Pegawal Negerl dl Indonesta

Tuntutan agar pegawai negeri Republik
Indonesia netral dalam politik telah lama di-
senandungkan. Akhir-akhir ini gema tuntutan
itu semakin nyaring didengungkan bersama-
an dengan sernakin kencangnya hembusan
angin reformasi.

Maima netralitas pegawai negeri adalah
bebasnya pegawai negeri dari pengaruh
kepentingan partal politik tertentu atau tidak
memihak untuk kepentingan partai politik
tertantu atau tidak berperan dalam proses
politik. Narmun pegawai negeri tetap memiliki
hak politik untuk memilih, tetapi tidak berhak
untuk diptith dan juga tidak diperkenankan
aldit menjadi pengurus partai politik. Jika
seorang pegawai negeri aktif menjadi pe-
ngurus partai politik atau menfadi anggota
legislatif, maka ia harus mengundurkan diri
sebagai pegawai negeri. Dengan demikian
binvkrasi pemerintahan akan stabil dan da-
pat berperan mendukung serta merealisa-
sikan kebijakan atau kehendak politik yang
ditetapkan oleh kekuasaan politik manapun
yang sedang berkuasa dalam pemerintahan,

Sampai saat ini kehidupan pegawai
negeri masih dwamai dan dipengaruhi oleh
kekuatan sosial politik. Banyak pegawal
negeri yang masih berkiprah di organisasi
partai politik dan bahkan menjadi anggota

~ DPRA/DPRD. Oleh Bintan Saragih™ mereka

populer disebut “politisi pegawai neger”.
Kondisidemilian inf kecuali mengandung
segi positif juga mengandung segi negatif.
Segi positif menurut Geoffry D. Hainsworth'®
telah mampu mendorong keberhasilan pemn-
bangunan ekonomi sebesar 6% GNP bagi
negara berkembang, seperti Malaysia, In-
donesia dan Filipina. Sedangkan segi negatif
akan mengarah pada depolitisasi partai-
partai dan masyarakat dan sekaligus mem-

“Fred W.Riggs (ed), Administrasi Pembangunan..Op.Cit hal. 229.
3 Dikutip dari H.G. Surie, Iimu Administrast negara, Gramedia, Jakarta, 1987, hal, 248; lihat
juga Martin Alebrow, Birokres!, (ferjemahan), PT.Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1989, hal. 28-38.
. “Frad W.Riggs, Administrasi Pembangunan ..Op.CH, hal. 232,
“*Bintan Saragih, Beberapa AspeXk......Cp.Cit, hal. 9.
*Geoffray B.Heinsworth, Pertirnbuhan Ekonom] dan Kemiskinan di asia Tenggara, Univer-

sity of Briish Colambia, 1979, hal.t dan 21.
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politisasikan birokrasi serta menjadikan
badan legislatif borada di bawah pengaruh
dan kontro! eksakutif,

Demikian juga pegawal negeri semakin
jauh dari nilai-nilai profesional, padahal se-
bagai penyslanggara pemerintahan dan
penyelenggara psmbangunan, kesempuma-
an dan profesionafise mereka sanget diha-
rapkan. Mereka adalah pelaksana dari ke-
giatan-kegiatan pemerintahan yang meme-
gang jabatan-jabatan organisasi birokrasi
pemerintahan,

Sebagai stat administrasi birokrasi me-
reka harus mampu mencapai tipe ideal stat
administrasi birokratis dalam bentuknya
yang paling rational, sebagaimana ciri-citi
dan batasannya dirumuskan oleh Max We-
ber'” sebagai berikut: 1) Para anggota staf
secara pribadi bebas, hanya msnjalankan
tugas-tugas impersonal jabatan mereka. 2)
Ada hierarki jabatan yang jelas. 3) Fungsl-
fungsi jabatan ditentukan secara tegas. 4)
Para pejabat diangkat berdasarkan suatu
kontrak. 8) Mereka dipilih berdasarkan
kualifikasi profesional, idealnya didasarkan
suatu diploma (fjazah) yang diperoleh melalui
ujian. 8) Mereka memiliki gaji dan biasanya
ada juga hak-hak pensiun. Gaji berjenjang
menurut kedudukan dalam hierarki. Pejabat
dapat selalu menempati posnya dan dalam
keadaan-keadaan tertentu ia juga dapat
diberhentikan. 7) Pos jabatan adalah lapangan
kerjaryasendir etau lapangan kerja pokoknya.
8) Terdapat suatu struktur karir dan promosi
dimungkinkan berdasarkan senjoritas maupun
keahlian {(merit) dan menurut pertimbangan
keuangan (supericr). 9) Pejabat mungkin

tidak sesual baik dengan posnya maupun
dengan sumber-sumbermya yang tersedia di
pos tertentu. 10} [a tunduk pada sistem
disipliner dan kontrol yang seragam.

Tuntuten terhadap profesionalisme dalam
administrasi negara, utamanya di Amerika
Serikat sudah sejak lama dirasakan. Mosher
menemukan kecenderungan kuat profesio-
nalisme atas kekuasaan berupa jabatan
pentingftinggi, utamanya bidang profesi
hukum yang sangat relevan. Mereka mendo-
minasi lembaga legislatit dan bahkan telah
melahirkan dua pertiga Presiden AS dan
Gubermur negara bagian serta sebagian
pejabat tinggi di cabang-cabang kekuasaan
eksekutif.” Kecuali itu terdapat perwira-
perwira militer yang profesional, psikiater,
insinyur, dokter dan tenaga pendidik, polist,
juru taksir, alli penologi/ahli pidana, satpam,
ahli perpustakaan, lingkungan, keuangan,
komputer, dil.*®

Oleh Nocholas Henry® suatu profesi di-
definisikan sebagai bidang khusus dan
tarsendir, umumnya memerjukan pendidikan
tinggi sekurang-kurangnya 4 tahun. Bidang
profesi dan perihal menjadi profesional erat
keitannya dengan dunia universitas dan aso-
slasi profesional; lembaga-lembaga inde-
penden terhadap campur tangan pemetintah
umumnya dan lebih menyukai otonomi, hak
unhuik mengerjakan sesuatunya dengan cara
mereka sendiri. Akhimya dengan penekanan
logika nalar atas nilai-nilai status, pen-
didikan, keahlian, spesialisasi dan otonomi
seperti tersabut di atas, maka kaum profe-
sional tidak menyukai politik. Jadi kaum
profesional yang terjun dalam jabatan

TH.G. Surio, lmu Administrasi...Op.Cit, hal. 248; lthat juga Martin Albrow, Birokrasi....Op.CH,

hal. 33.

8Nicholas Henry, Administrasi Negara... Op.Cit, hai. 303.

®lbid, hal. 302.
2lbid, hal. 301.

No. 10 Vol 5 (7 1998

75



S.F. Marbun

pemerintahan harus menghadapi antipati
mereka sendiri atas dua hal utama; politik
dan administrasi.

Dimungkinkannya pmawal negeri di

neger! ini menjadi anggota Partai Politik dan
(Golongan Karya, karena hal itu secara nor-
matif diperkenankan oleh peraturan per-
undang-undangan, antara lair; Pasal 8 ayat
(2.a dan b), UU No.3 Tahun 1975, diubah
menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1985 tentang Partai Politik dan Golongan
Karya berbunyi:

Pegawai negeti sipil yang memegang
jabatan-jabatan tertentu tidak dapat
menjadi anggota parta politik atau golongan
karya, kecuali dengan izin dari pejabat
yang berwenang.

Selanjutnya ketentuan tersebut diatur
“dengan PP No. 20 tahun 1976 yang menye-
butkan macam-macam jabatan yang tidak
boleh diduduki mereka yang menjadi ang-
gota partai politik dan golongan karya (16
macam jabatan). Ketentuan ini sesungguh-
nya memberi kesampatan kepada pegawai
negen untitk menjadi anggota dan pengurus
organisasi sosial politik dan menjadi ang-
gota DPR/DPRD, asal memperoleh per-
setujuan dari pihak yang berwenang.
Dalam praktek ternyata ketentuan ini
talah digunakan dengan sewenang-wenang,
pllih kasih dan hanya menguntungkan pihak
tartertu saja. Musra dari ketentuan inf sesung-
guhnya adalah untuk menjadikan pegawsai
negeri sebagai alat kekuasaan demi men-
jaga status quo. Akibat negatif dari kebiiak-
sanagan ini adalah mustahil seorang
negert mampu memberikan teguran dan
pengawasan terhadap seorang menteri, gu-
bernur atau bupati yang selama ini menjadi
atasannya dan telah memberikan reko-
mendasi bagi dirinya untuk menjadi anggota
dan pengurus orsospo! serta menjadi anggota
legislatif. Kiranya sudah saatnya ketentuan

ini ditinjau dan disesuaikan dengan AUV
Pemilu yang bar, sesuai dengan semangat
reformasi untuk menjadikan pegawai negeri
natral dalam politik.

Demikian pula ketentuan Pasal 11 UU
No. 8 Tahun1874 tentang Pokok-pokok Ka-
pegawaian yang menyatakan bahwa seorang
pegawai negeri yang diangkat menjadi pe-
Jabat negara, dibebaskan untuk sementara
waktu dari jabatan organiknya selama men-
Jadi pejabat negara tanpa kehilangan sta-
tus sebagai pegawai negsri. Ketentuan ini
tidak mendulung gagasan untuk menjadikan
pegawai negeri memiliki kemampuan pro-
fesional. Sejalan dengan itu ketentuan ini
juga tidak mendorong bagi lahimya para
politisi kawakan dan mumi sebagai politik
profesional.e
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